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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG

PEMILIHAN UMUM

UMUM

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari “kedaulatan
berada di tangan rakyat” yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan,
tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih
pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan
melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk
mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat
dilaksanakan melalui Pemilu sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih
pemimpin melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih
dalam satu pasangan secara langsung serta memilih wakilnya yang akan
menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik
rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di
Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-

masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk
membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan
berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
lima tahun sekali. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga mampu
menjalankan fungsi kekuasaan pemerintahan negara dalam rangka
tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan

Undang-Undang . . .
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di samping
itu, pengaturan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam
Undang-Undang ini juga dimaksudkan untuk menegaskan sistem
presidensiil yang kuat dan efektif, di mana Presiden dan Wakil Presiden
terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, namun
dalam rangka mewujudkan efektivitas pemerintahan juga diperlukan basis
dukungan dari DPR.

Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD diselenggarakan
dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap Warga Negara
Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang
akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari
pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk
mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat
menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan
Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi
yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar
menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan
Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga
dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan
penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu,
dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang
tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang
melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga
lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta
disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam
Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk
dapat menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang lancar, sistematis, dan
demokratis. Secara umum Undang-Undang ini mengatur mengenai

penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemiluy, pelanggaran Pemilu dan
sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.

II. PASAL . ..
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Yang dimaksud dengan “kesempatan yang sama” adalah keadaan
yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada
penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala
aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “lembaga nonstruktural” adalah
institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas

khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk
kelembagaan pemerintahan/negara.

Pasal9. ..
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Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penentuan jumlah anggota KPU Provinsi berdasarkan
penghitungan dengan rumus jumlah Penduduk ditambah
hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah
kabupaten/kota.
Provinsi dengan hasil penghitungan sama dengan atau
lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU
Provinsi sebanyak 7 (tujuh) orang.
Provinsi dengan hasil penghitungan kurang dari
10.000.000 (sepuluh juta), jumlah anggota KPU Provinsi
sebanyak 5 (lima) orang.
Huruf ¢
Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota
berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah
Penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan
jumlah daerah kecamatan.
Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan sama
dengan atau lebih dari 500.000 (lima ratus ribu), jumlah
anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang.
Kabupaten/Kota dengan hasil penghitungan kurang dari
500.000 (lima ratus ribu), jumlah anggota KPU
Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5) . ..
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Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d

Yang berhak menandatangani peraturan dan keputusan

KPU adalah Ketua KPU.
Ayat (2)

Yang berhak menandatangani keputusan KPU Provinsi adalah

ketua KPU Provinsi.

Yang berhak menandatangani keputusan KPU Kabupaten/Kota

adalah ketua KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.

Hurufe. ..
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Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan
yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan
yang terbukti.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU dan dituangkan ke dalam berita acara.

Huruf e
Hasil Pemilu adalah jumlah suara yang diperoleh setiap peserta
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu anggota DPR,
DPD, dan DPRD.

Huruf {
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Hurufh. ..
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. Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf1
Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU dari APBN

diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf 1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.

Hurufn. ..
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Huruf n
Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Hurufe

Cukup jelas.
Huruf f

Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat

pleno KPU Provinsi dan dituangkan ke dalam berita acara.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Hurufj

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf |

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya
dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.

Hurufe...
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Hurufe
Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Provinsi dari

APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Hurufl

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Hurufn

Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Hurufc. ..
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Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Rekapitulasi hasil penghitungan suara disahkan dalam rapat
pleno KPU Kabupaten/Kota dan dituangkan ke dalam berita
acara.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “menindaklanjuti” adalah mengambil
langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan
yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan
yang terbukti.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf 1
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “menonaktifkan sementara” adalah
membebaskan sementara yang bersangkutan dari tugasnya

dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu.
Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 20 . ..
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Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Penggunaan anggaran yang diterima oleh KPU Kabupaten/Kota

dari APBN diperiksa secara periodik oleh Badan Pemeriksa

Keuangan.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.
Huruf j

Cukup jelas.
Huruf k

Cukup jelas.
Huruf1

Cukup jelas.
Huruf m

Cukup jelas.
Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd...
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Huruf d
Cukup jelas.

Hurufe
Calon anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota diutamakan memiliki kemampuan
mengenai Penyelenggaraan Pemilu, baik dari bidang ilmu
politik, hukum maupun manajemen.

Yang dimaksud dengan “memiliki pengetahuan dan
keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu,
ketatanegaraan, dan kepartaian” dalam ketentuan ini
dibuktikan dengan melalui serangkai tes.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Mampu secara jasmani dan rohani dibuktikan dengan
surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah,
termasuk puskesmas yang memenuhi syarat, dan disertai
surat keterangan bebas narkoba.

Cacat tubuh tidak termasuk gangguan kesehatan.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Pengunduran diri dari jabatan politik, jabatan di
pemerintahan, dan badan usaha milik negara/badan
usaha milik daerah dibuktikan dengan surat pernyataan
pengunduran diri dari yang bersangkutan. Calon yang
berasal dari anggota partai politik harus disertai surat
keputusan partai politik tentang pemberhentian yang
bersangkutan dari partai politik. Calon yang sedang
menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah
disertai  surat keputusan pemberhentian yang
bersangkutan dari pejabat yang berwenang.

Pengunduran diri calon yang sedang menduduki jabatan

- di pemerintahan tetap memiliki status sebagai pegawai
negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Hurufk. ..
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Huruf k
Cukup jelas.

Huruf'1
Persyaratan ini berlaku sepanjang: (i) tidak berlaku untuk
jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku
terbatas jangka waktunya hanya 5 (lima) tahun sejak
terpidana  selesai menjalani hukumannya; (i)
dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka
dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang
bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai
pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Orang yang dipidana penjara karena alasan politik
dikecualikan dari ketentuan ini.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “bekerja penuh waktu” adalah
tidak bekerja pada profesi lainnya selama masa
keanggotaan.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “jabatan politik” adalah jabatan
yang dipilih dan jabatan yang ditunjuk, antara lain
Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Duta Besar,
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,
Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Lembaga/Badan
Non-Kementerian dan pengurus partai politik.

Huruf o
Yang dimaksud dengan “tidak berada dalam ikatan
perkawinan” adalah salah satu anggota harus
mengundurkan diri apabila menikah dengan sesama
Penyelenggara Pemilu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “membantu” dalam ketentuan ini adalah
melakukan seleksi calon anggota KPU serta menyampaikan
hasilnya kepada Presiden untuk ditetapkan.

- Ayat (3) -
Cukup jelas.
Ayat (4) . ..
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Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat”
adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis
terhadap calon anggota KPU.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau berkoordinasi
dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang
diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan
tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut
kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota KPU
dalam media massa elektronik mengutamakan Televisi
Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, dan
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal
calon anggota KPU” termasuk mengirimkan formulir
pendaftaran kepada individu dan/atau institusi, yang
berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap layak.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Pengumuman hasil penelitian administrasi bakal calon
anggota KPU melalui media massa elektronik dilakukan
dengan mengutamakan Televisi Republik Indonesia,
Radio Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita
Nasional Antara.

Hurufe. ..
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Huruf e
Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu”
meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen
Penyelenggaraan Pemilu.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah
serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa
aspek dalam diri calon anggota KPU, yang diukur ialah
intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes
tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Huruf g
Pengumuman melalui media massa cetak harian nasional
dan media massa elektronik nasional mencantumkan
alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta
masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap
bakal calon anggota KPU dan tanggapan harus disertai
identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h
Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen
Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-
undangan mengenai bidang politik.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan
secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan
keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap
tahapan.

Ayat (5)

Pasal 24

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

- Cukup jelas.
Ayat (2) . ..
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Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Sejumlah nama calon anggota KPU ditetapkan berdasarkan

urutan peringkat.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas
Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur profesional” adalah unsur

organisasi profesi.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Ayat (7)

Cukup jelas.
Ayat (8) '

Cukup jelas.

Pasal 28 . ..
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Pasal 28

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat”
adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis
terhadap calon anggota KPU Provinsi.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau berkoordinasi
dengan lembaga yang memiliki kompetensi di bidang yang
diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap pelaksanaan
tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas seleksi tersebut
kepada lembaga lain.

Ayat (3)

Huruf a
Pengumuman dalam media massa elektronik
mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio
Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional
Antara.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal
calon anggota KPU Provinsi” termasuk mengirimkan
formulir pendaftaran kepada individu dan/atau institusi,
yang berdasarkan pertimbangan tim seleksi dianggap
layak.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Pengumuman dalam media massa elektronik
mengutamakan Televisi Republik Indonesia, Radio
Republik Indonesia, dan Lembaga Kantor Berita Nasional
Antara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengetahuan mengenai Pemilu”
meliputi ilmu kepemiluan dan administrasi/manajemen
Penyelenggaraan Pemilu.
Huruf f

Yang dimaksud dengan “tes psikologi” adalah
serangkaian tes psikologi untuk mengukur beberapa
aspek dalam diri calon anggota KPU Provinsi, yang
diukur ialah intelegensia, sikap kerja, dan kepribadian.

Pengukuran dilakukan berjenjang, antara lain tes
tertulis, wawancara, diskusi kelompok terfokus.

Hurufg. ..
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Huruf g
Pengumuman melalui media massa lokal mencantumkan
alamat sekretariat tim seleksi. Tim seleksi meminta
masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap
bakal calon anggota KPU Provinsi dan tanggapan harus
disertai identitas diri pemberi tanggapan.

Huruf h
Materi Penyelenggaraan Pemilu meliputi manajemen
Pemilu, sistem politik, dan peraturan perundang-
undangan mengenai bidang politik.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “melaksanakan tahapan kegiatan

secara objektif” adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan

~keadaan sebenarnya dan hasil tes diumumkan pada setiap

tahapan.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Sejumlah nama calon anggota KPU Provinsi ditetapkan
berdasarkan nilai akhir dalam urutan peringkat.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2) ...
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Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “membantu tim seleksi” adalah hanya
memberikan layanan teknis dan administrasi.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “unsur profesional” adalah unsur
organisasi profesi.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 32
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “melibatkan partisipasi masyarakat”
adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk
menyampaikan tanggapan dan masukan secara tertulis
terhadap calon anggota KPU Kabupaten/Kota.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dapat dibantu oleh atau dapat
berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi di
bidang yang diperlukan” adalah memberikan bantuan terhadap
pelaksanaan tugas tim seleksi, bukan mengalihkan tugas
seleksi tersebut kepada lembaga lain.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “menerima pendaftaran bakal
calon anggota KPU Kabupaten/Kota” termasuk
mengirimkan formulir pendaftaran kepada individu
dan/atau institusi yang berdasarkan pertimbangan tim
seleksi dianggap layak.

Hurufc...



